
DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Amirudin, dkk. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada. 

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 

Andi Sofyan, 2012, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang 
Educatioan, Yogjakarta. 

Bachtiar, 2015. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

terhadap pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses. 

Burhan, Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi 

Ke arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 

Grerson W. Bawengan, 1977, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, 

Pen. Pradnya Paramita, Jakarta. 

Hamzah, Chandra, 2014, Penjelasan Hukum (Restatement)  tentang Bukti 

Permulaan Yang Cukup, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 

Jakarta 

Harahap, Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 

Harahap, Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali, Sinar Grafika, Jakarta. 

Hatta, Moh. 2008. Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu. Yogyakarta : GalangPress. 

Iqbal Parikesit dkk, S1 Ilmu Hukum : Tinjauan tentang Objek Praperadilan 

dalam Sistem Praperadilan di Indonesia. (Semarang: Universitas 

Diponegoro, 2017.  

Jazim Hamidi, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, 

Yogyakarta. 

Jimly Assidiqie, 2004, Mahkamah Konstitusi Fenomena Hukum Tata Negara 

Abad XX, Jakarta : Konsorsium  Reformasi Hukum Nasional. 



Karnasudirdja, 2002, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana, 

Jakarta: Mahkamah Agung. 

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Praktik, teoritis dan 

Permasalahannya, Bandung : Alumni. 

Marzuki, M. Peter. 2004. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

M. Yahya Harahap, 1997, Suatu Tinjauan Mengenai Pemidanaan, makalah 

disampaikan calon Hakim oleh Makamah Agung dan Depertemen 

Kehakiman Jakarta. 

P.A.F. Lamintang, 1984, KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut 

Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Pen. Sinar Baru, 

Bandung. 

Ranoemihardjo, R, Atang, 1976, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung. 

Sadjijono, 2008. POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Yogyakarta : 

LaksBang PRESSindo. 

Soemitro, R. Hanitijo. 1990. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

Sofyan, Andi. 2015. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. 

Shidarta, 2013, Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, 

dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan 

Pemikiran hukum Progresif), Semarang: Thafa Media 

Soeparmono, 2003 Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian 

dalam KUHAP,  Bandung: Mandar Maju. 

Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya 

Bakti. 

Departemen Kehakiman R,I, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, Cet. Kedua.  

Peraturan Perundang-undangan 

 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan 

Kembali Putusan Praperadilan. 

Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian UU No. 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 1945. 

 


